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ABSTRAK 

  
A.Putri Mir’atul Inayah. 04020220144. Dengan Judul Tinjauan 

Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja dan Tanggungjawab Perusahaan Dalam 
Pemenuhan Hak Normatif Pekerja yang Dirumahkan  . Dibawah bimbingan 
Bapak Ilham Abbas sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Muhammad 
Ya’rif Arifin selaku Anggota Pembimbing. 

Penelitian ini memiliki tujuan guna memahami bagaimana dampak 
hukum terhadap perjanjian kerja dan tanggung jawab perusahaan dalam 
pemenuhan hak normatif pekerja yang dirumahkan. Dan Untuk memahami 
bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pemenuhan hak normatif 
pekerja yang dirumahkan menurut hukum positif di indonesia. 

Jenis penelitian ini berfokus pada hukum normatif. Jenis penelitian 
normatif yang berfokus pada norma atau doktrin hukum yang ditemukan 
dalam peraturan peradilan perundang-undangan dan perbandingan kasus 
dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Karena fokusnya pada 
penelitian kepustakaan, studi ini sering disebut sebagai studi hukum 
forensik daripada studi ldi lokasi yang menjadi objek penelitian. 

Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan merumahkan karyawan 
oleh PT. Huady Nickel Alloy Indonesia tidak mengakhiri hubungan kerja 
karena tidak disertai PHK. Oleh karena itu, pekerja tetap berstatus 
sebagai karyawan sah dan berhak atas pemenuhan hak normatif, 
termasuk upah, jaminan sosial, dan kepastian hukum.Kebijakan tersebut 
harus didasarkan pada kesepakatan dan tidak boleh menghilangkan hak 
pekerja secara sepihak. Apabila kewajiban tidak dipenuhi, perusahaan 
dapat menghadapi konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 

Penulis merekomendasikan Semua perusahaan, termasuk PT Huady 
Nickel Alloy Indonesia dan PT Huady Bantaeng, harus melaksanakan 
kebijakan perumahan pekerja sesuai hukum dan kesepakatan bersama 
serta tetap menjamin hak normatif pekerja. Pemerintah harus 
meningkatkan pengawasan, sementara para pekerja perlu secara aktif 
memperjuangkan hak dan kepentingan mereka melalui mekanisme hukum 

yang tersedia. 
 Kata kunci : Perjanjian Kerja.Hak Normatif. Pekerja dirumahkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Definisi hukum ketenagakerjaan di Undang-undang tersebut 

mengatur perjanjian, tanggung jawab, dan upah antara pengusaha 

dan karyawan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

tahun 1945 yang menjunjung hak atas pekerjaan yang layak, 

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 

2023 memberikan landasn hukum yang nyata untuk melindungi hak 

pekerja. Kontrak kerja meresmikan Hubungan kerja yang 

mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat masing-masing 

pihak yang ditentukan oleh perjanjian kerja, gaji, tugas-tugas 

tertentu, dan instruksi kerja. 

  Perjanjian-perjanjian tersebut wajib patuh terhadap kebijakan 

perundang-undangan yang resmi. Namun demikian, permasalahan 

kerap timbul apabila klausul-klausul di dalamnya bertentangan 

dengan hukum, terutama yang berkaitan dengan upah, hak cuti, 

dan jaminan. Studi ini berfokus pada bagaimana perlindungan 

hukum bagi karyawan dapat dipertahankan ketika praktik kerja 

sesuai dengan hukum yang berlaku. Temuan studi ini menunjukkan 

bahwa jenis perlindungan hukum bagi pekerja di lokasi kerja 

meliputi perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hukum 

2

2
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untuk hak asasi manusia, dan mekanisme untuk memeriksa kaitan 

industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 melalui arbitrase, perundingan, konsiliasi, dan 

Pengadilan Hubungan Industrial.1 

 PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia (PT. HNAI) yang berada pada 

zona Industri Kabupaten Bantaeng. PT. Huadi Nickel Alloy 

Indonesia, yang didirikan pada tahun 2013 dan bekerja sejak tahun 

2018, merupakan perusahaan peleburan nikel yang menjadi 

pelopor dalam pengolahan hilir pertambangan. Dengan dukungan 

infrastruktur yang lebih memadai dan lebih siap dibandingkan 

kompetitornya, termasuk adanya dermaga dan enam tungku, 

perusahaan ini beroperasi di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) 

serta memiliki rencana untuk membangun pabrik baterai dengan 

kapasitas 20 gigawatt.  

 Dalam Al-Qur’an, istilah perjanjian dikenal dengan sebutan al-

‘aqdu (kontrak) dan al-‘ahdu (janji). Secara linguistik, akad berarti 

sebuah ikatan. Kata “ikatan” (al-rabth) merujuk pada menyatukan 

atau menghubungkan dua ujung tali sehingga menjadi satu 

kesatuan. Dalam praktik muamalah, konsep al-‘aqdu maupun al-

‘ahdu sudah umum digunakan dan menjadi standar, serta keduanya 

diatur dalam Al-Qur’an. Selain itu, kejujuran dalam menjalankan 

 
1 Balik, A., & Hetharie, Y. (2020). Aspek Keadilan Klausula Baku Dalam perjanjian Kerja 
Outsourcing.  

1

1

2
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kontrak sangat ditekankan, yang juga mendapat perhatian khusus 

dalam ajaran Al-Qur’an. 

دْقِ  جَاءَ  وَالَّذِي الْمُحْسِنِينَ  جَزَاءُ  ذَلِكَ  رَبهِِّمْ  عِنْدَ  يَشَاءُونَ  مَا  لهَُمْ *  الْمُتَّقوُنَ  هُمُ  أوُلَئكَِ  بِهِ  وَصَدَّقَ  بِالصِّ  

ُ  لِيكَُفِّرَ  *     َّစ  ْيعَْمَلوُنَ  كَانوُا الَّذِي بِأحَْسَنِ  أجَْرَهُمْ  وَيَجْزِيهَُمْ  عَمِلوُا  الَّذِي أسَْوَأَ  عَنْهُم  

Artinya :    Dan orang ujur yang membawa kebenaran (Muhammad) 

dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang 

yang bertakwa. (33) . 

Tafsir dari ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika 

perjanjian yang dilakukan wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak 

yang mengikatkan diri, dengan menegakkan prinsip kejujuran 

dalam pelaksanaannya. 

PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia memusatkan produksinya 

pada satu jenis produk, yaitu Nikel Pig Iron (NPI), dengan 

kandungan nikel paling rendah di antara produk sejenis (2–15%), 

Kawasannya yang jauh dari sumber tambang menjadi permbeda  

utama dibanding para pesaing. Selain itu, meningkatnya jumlah 

persaingan dalam industri serupa, seiring kebijakan hilirisasi 

pemerintah, menimbulkan kendala baru. Terakhir, belum 

ditemukannya rencana pemanfaatan terak nikel sebesar 2 juta ton 

1

5

8
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mengakibatkan penumpukan, yang berdampak pada kebutuhan 

lahan tambahan dan meningkatnya biaya operasional.2 

Nikel adalah komoditas mineral yang memainkan peran 

strategis dalam pengembangan teknologi modern dan industri 

global. sebagai sebuah negara yang memiliki cadangan nikel 

teranyak di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan nikel, tidak hanya sebagai komoditas 

pertambangan mentah tetapi juga dalam bentuk produk hilir dengan 

nilai tambah tinggi, salah satunya adalah paduan nikel. 

Banyak perusahaan dan pelaku usaha mengalami 

penurunan pendapatan yang memaksa mereka untuk mengambil 

berbagai langkah penyesuaian. Tindakan merumahkan dan 

melakukan PHK terhadap pekerja/karyawannya, agar usahanya 

tidak tutup maupun gulung tikar. Karyawan yang dirumahkan hanya 

mendapat gaji setengahnya saja, sedangkan karyawan yang di 

PHK membuat mereka kehilangan mata pencariannya. 

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana 

bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang dirumahkan dan 

terkena PHK akibat klaim efisiensi perusahaan untuk mencegah 

 
2 https://www.sonora.id/read/422460806/kiba-diproyeksi-jadi-pusat-industri- 
strategis-di-sulawesi-selatan 

 

1

11
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kerugian, serta upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh 

tenaga kerja terhadap perusahaan yang merugikan mereka. 

Pelaksanaan perlindungan hukum yang terjadi terhadap 

tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di PT.  Huadi Nickel Alloy 

sudah bisa terlaksana dengan cukup baik, dikarenakan sudah 

mengikuti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Sehingga dengan sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku tersebut tenaga kerja yang dirumahkan 

maupun di PHK tetap mendapatkan haknya, walaupun dalam 

memenuhi kewajiban kepada para pekerja yang mereka rumahkan 

dan PHK lambat dalam memberikan Hak mereka yang 

membutuhkan. 

 Penelitian ini berfokus pada konflik hukum dan implementasi 

kebijakan pada sebuah perusahaan, PT. Huadi Nickel-Alloy 

Indonesia, menerapkan kebijakan merumahkan pekerja (furlough). 

Intinya adalah mengukur sejauh mana kebijakan 'merumahkan' ini 

sah secara hukum dan bagaimana perusahaan menjalankan 

kewajiban moral dan legalnya untuk tetap memenuhi hak-hak dasar 

(hak normatif) pekerja, meskipun mereka tidak bekerja secara fisik.3 

 

 
3 Ibid hal.98 

7

7
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan perjanjian kerja dalam kaitannya 

dengan pekerja yang dirumahkan? 

2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam pemenuhan hak 

normatif pekerja yang dirumahkan menurut hukum positif di 

indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian  

                 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak 

Hukum terhadap Perjanjian Kerja dan Tanggung jawab 

Perusahaan dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja yang 

dirumahkan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung 

jawab perusahaan dalam pemenuhan hak normatif pekerja yang 

dirumahkan menurut hukum positif di indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

3

6

6

6
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, Penelitian ini memberikan peran pada 

pemahaman dan pengembangan teori dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya mengenai definisi, 

hak, dan perlindungan hukum bagi pekerja yang dirumahkan. 

Hal ini membantu mengidentifikasi potensi celah hukum atau 

ketidakjelasan dalam regulasi yang ada, terutama dalam 

menghadapi situasi luar biasa seperti pandemi atau krisis 

ekonomi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi panduan untuk perusahaan guna 

menyusun, meninjau, dan memperbaiki isi perjanjian kerja agar 

sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga risiko 

terjadinya permasalahan antara pekerja dan pemberi kerja 

dapat diminimalkan. Bagi karyawan, penelitian ini memberikan 

pengetahuan  mengenai hak dan kewajiban yang tercantum 

dalam kontrak kerja, sehingga mereka dapat menegosiasikan 

posisi secara lebih adil dan sesuai hukum. Sementara itu, bagi 

pemerintah atau bidang ketenagakerjaan, penelitian ini dapat 

menjadi masukan dalam penyusunan atau revisi regulasi, agar 

kepentingan kedua belah pihak dapat diakomodasi secara 

seimbang. 
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